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BAB |11

PROSEDUR PERIZINAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR
(SKTL) WNA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SEMARANG

3.1 Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) adalah surat yang diperuntukan bagi
warga negara asing yang menetap di wilayah Negara lain atau bukan
Negaranya yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka
menempuh pendidikan, bekerja,bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung
sekedar berpariwisata. Warga negara asing datang ke Indonesia juga
didasarkan alasan lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya
hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di
negaranya. Dalam hal ini, Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) sangat
penting karena merupakan surat tanda bahwa warga negara asing telah
melapor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Prosedur
perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan suatu kegiatan yang harus
dilalui oleh warga negara asing sebagai pemohon untuk mendapatkan izin
berada dan beraktivitas di Kota Semarang. Maka dari itu prosedur perizinan
Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) harus dilakukan dengan baik dan

benar oleh suatu instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
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Semarang. Berikut adalah data rekapitulasi jumlah WNA yang tinggal di Kota

Semarang bulan april 2019 :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Jumlah WNA Yang Tinggal Di Kota Semarang

Bulan April 2019

No. Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
L P
1. | Banyumanik 144 48 192
2. | Semarang Selatan 8 2 10
3. | Pedurungan 106 28 134
4. | Mijen 23 11 34
5. | Gajahmungkur 64 72 136
6. | Genuk 11 0 11
7. | Semarang Barat 18 5 23
8. | Semarang Timur 15 19 34
9. | Semarang Tengah 163 129 292
10. | Candisari 20 16 36
11. | Semarang Utara 11 17 28

Sumber : Data arsip warga negara asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Semarang

Data Tabel 3.1 merupakan data rekapitulasi jumlah WNA yang

tinggal di Kota Semarang bulan april 2019 menurut kecamatan dan jenis

kelamin. Di lihat dari data yang ada, setiap Kecamatan di Kota Semarang

terdapat warga negara asing yang tinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain untuk bekerja, menjalankan bisnis, maupun menempuh
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pendidikan. Warga negara asing yang sudah melaporkan diri pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan mendapatkan surat
rekomendasi (tanda lapor) yang menyatakan bahwa warga negara asing

tersebut berada dan beraktivitas di Kota Semarang.

Tabel 3.2
Jumlah WNA di Kota Semarang

No. | Tahun Jumlah WNA | Jumlah WNA | Jumlah WNA yang
yang Melapor | tidak Melapor

1. 2015 835 787 48
2. 2016 1326 1006 320
3. 2017 1573 1298 275

Sumber : Data Kecamatan Se Kota Semarang Tahun 2015-2017 pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Data Tabel 3.2 merupakan data jumlah warga negara asing yang
berada di Kota Semarang yang terbagi dari 16 Kecamatan yang ada di Kota
Semarang. Di lihat dari data yang ada, setiap tahunnya terjadi kenaikan
jumlah warga negara asing. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
untuk bekerja, menjalankan bisnis, maupun menempuh pendidikan. Warga
negara asing yang sudah melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang akan mendapatkan surat rekomendasi (tanda lapor)
yang menyatakan bahwa warga negara asing tersebut berada dan beraktivitas
di Kota Semarang. Jumlah warga negara asing yang melaporkan diri pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang meningkat setiap
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tahunnya, namun masih tidak sebanding dengan jumlah warga negara asing
yang ada di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat dari jumlah warga negara
asing yang tidak melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang.

Peran dan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat
dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang karena di
samping menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
juga mempunyai fungsi perlindungan masyarakat yaitu menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Semarang. Dalam hal
ini juga terdapat hubungan Negara dengan warga negara asing itu sendiri,
misalnya seperti hak dan kewajiban warga negara asing adalah untuk
mendapatkan perlindungan dan kenyamanan, sedangkan salah satu
kewajibannya adalah untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan

yang merupakan dasar hukum Negara Indonesia.
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Berikut adalah alur prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :
Gambar 3.1
Bagan Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)

WNA Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Penyerahan Berkas Legalisasi SKTL |5 Penyerahan SKTL
Persyaratan SKTL

! t !

Pengecekan Berkas Pemberian Paraf Pengarsipan dan
Persyaratan SKTL SKTL Inventarisasi SKTL
Proses Pembuatan Pengecekan

SKTL ? Kebenaran SKTL

Sumber :  Standar Operasional Prosedur Perizinan Surat Keterangan
Tanda Lapor (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang

3.1.1 Penyerahan Berkas Persyaratan SKTL
Pemohon yang ingin membuat Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)
harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai suatu instansi yang berwenang
dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Berkas
persyaratan tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubid Kewaspadaan

Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.




62

Gambar 3.2

Penyerahan Berkas Persyaratan SKTL

Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi danKewaspadaan

Nasional

Persyaratan yang harus diserahkan oleh pemohon kepada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menurut wawancara penulis
dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang :

“Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keterangan
Tanda Lapor (SKTL) itu adalah Surat keterangan sponsor dari
pimpinan perusahaan atau surat keterangan sponsor dari kampus
yang bertanggungjawab atas WNA tersebut, Surat Tanda Melapor
(STM) dari Kepolisian Resort Kota Semarang, foto copy Kitab Izin
Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi Kota Semarang,
foto copy paspor, foto 4x6 sebanyak 2 lembar,ljin Memperkenalkan
Tenaga Asing (IMTA) bagi pemohon yang bekerja, Surat menikah
bagi yang menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia).”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa permohonan
pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dilakukan dengan
pemohon harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan
Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Persyaratan tersebut yaitu Surat
keterangan sponsor dari pimpinan perusahaan atau surat keterangan
sponsor dari kampus yang bertanggungjawab atas warga negara asing
tersebut, Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian Resort Kota
Semarang, foto copy Kitab Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor
Imigrasi Kota Semarang, foto copy paspor, foto 4x6 sebanyak 2 lembar,
ljin Memperkenalkan Tenaga Asing (IMTA) bagi pemohon yang bekerja,
Surat menikah bagi yang menikah dengan WNI (Warga Negara
Indonesia).

Berdasarkan pengamatan, penulis mengamati pada tahap ini
ditemukan kendala yaitu masih terdapat permohonan yang tidak
mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengajukan pembuatan Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL), karena kurangnya informasi yang
diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal ini
dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL) :

“Ya mas ada, kendala penyerahan berkas persyaratan Surat

Keterangan Tanda Lapor (SKTL) karena tak ada informasi yang

diberikan. Jadi saya harus ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

untuk tanya persyaratannya.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)
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Sebagai instansi yang berwenang Bidang lIdeologi dan Kewaspadaan
Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang
mempunyai tugas menangani pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL) untuk warga negara asing menetapkan beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh warga negara asing sebagai pemohon. Syarat-syarat tersebut
merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemohon. Hal ini
bertujuan agar proses pembuatan SKTL menjadi lebih tepat dan cepat. Hal
ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat
Keterangan Tanda Lapor :

“Pegawai  dalam membantu pembuatan SKTL  sangat

baik.Informasi yang diberikan mudah dipahami, semisal butuh

cepat SKTL nya pegawai mau membantu.Pelayanannya pun baik

dan ramag bisa dikatakan sesuai dengan misi pelayanan prima
dalam pelayanan prima.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Pengecekan Berkas Persyaratan SKTL

Pemohon yang ingin melakukan pembuatan Surat Keterangan Tanda
Lapor (SKTL) harus membawa berkas-berkas persyaratan yang ada dan
diserahkan kepada Kasubid Bidang Kewaspadaan Nasional untuk
diperiksa kelengkapannya. Setelah itu Kasubid Bidang Kewaspadaan
Nasional melakukan pengecekan berkas untuk segera diproses pembuatan

Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL).
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Gambar 3.3

Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Nasional

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang :

“Tahap penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL), yaitu

pengecekan berkas persyaratan SKTL, menggandakan persyaratan,

pembuatan SKTL, pengecekan SKTL oleh Staf, pemberian paraf
oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional, pemberian paraf oleh Kabid

Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, pemberian paraf sekretaris

Badan Kesbangpol, pemberian tanda tangan Kepala Badan

Kesbangpol, pemberian nomor SKTL.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tahap
penerbitan SKTL vyaitu jika pengecekan berkas persyaratan dari pemohon

sudah lengkap, maka selanjutnya adalah dilakukan pengagendaan surat
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masuk Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) untuk selanjutnya
dilakukan proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) oleh
staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Kemudian
dilakukan proses pemberian paraf oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional,
Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dan sekretaris Badan
Kesbangpol. Selanjutnya pemberian tanda tangan Kepala Badan

Kesbangpol untuk selanjutnya pemberian nomor SKTL.

Gambar 3.4

Buku Agenda Masuk SKTL

%.
|
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i

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Pengagendaan surat masuk Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)
dilakukan dengan cara mendata atau menulis surat pada buku agenda
masuk Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah tersedia.
Adapun yang dicatat pada buku agenda masuk Surat Keterangan Tanda

Lapor (SKTL) adalah nomor urut, tanggal masuk berkas persyaratan, nama
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pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, sponsor dan
alamat sponsor dan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang menyatakan bahwa :
“Ya Mas karena perlunya pengecekan berkas persyaratan Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dilakukan agar SKTL yang akan
dibuat tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan sehingga dapat
memberikan  pelayanan prima pada masyarakat.Perlunya
pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL) juga dilakukan agar arsip Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau
yang ditetapkan. Pengecekan berkas berguna sebagai pendukung

dalam pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) sehingga
proses pembuatan SKTL benar dan tepat isinya.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat
dijelaskan bahwa pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda
Lapor (SKTL) Sangat penting, karena beberapa dokumen dari pemohon
masih sering tidak lengkap dalam menyertakan persyaratan yang sudah
ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang kepada perusahaan atau WNA yang

bersangkutan.
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3.1.3 Proses Pembuatan SKTL

Gambar 3.5

Proses Pembuatan SKTL

Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Nasional

Jika proses pengagendaan surat masuk Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL) sudah selesai selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Tahap pembuatan SKTL dilakukan oleh
staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang khususnya
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dengan menggunakan
Microsoft Word dengan format yang sudah ada. Berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menjelaskan bahwa :
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“Sesuai SOP dalam pelayanan prima Pemerintah Kota Semarang
pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor selesai dalam satu hari
kerja jika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang berada di tempat, dikarenakan proses legalisasi Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL) harus ditanda tangan asli
pimpinan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan waktu pengerjaan
dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL), yaitu
sesuai dengan standar pelayanan dilakukan selama satu hari kerja atau
membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 menit, tetapi waktu proses
pembuatan tidak dapat langsung dilakukan pada saat berkas persyaratan

diserahkan karena banyaknya pemohon SKTL yang sebelumnya.

Gambar 3.6

Penempelan Foto SKTL

] n PEMERINTAH KOTA SEMARANG ) & PEMERINTAH KOTA SEMARANG
§od . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK E ! BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

~

NGAN TANDA LAPOR
RAT KETERANGA SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR
o)

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional
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Kemudian Surat Keterangan Tanda Lapor yang sudah dibuat akan
dilakukan pengecekan kebenaran SKTL, dicetak 2 lembar untuk dilakukan
penempelan foto pada SKTL yang sudah dicetak, diberi paraf dan
penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai pengesahan SKTL. Pada
wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, mengatakan :

“Ya Mas, faktor-faktor keterlambatan yang terjadi karena Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berada

ditempat, adanya persyaratan yang kurang / menyusul, pengecekan

berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang

terlalu lama.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor keterlambatan
dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) seperti
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berada
ditempat, adanya persyaratan yang kurang / menyusul, pengecekan berkas
persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang terlalu lama,
sehingga proses pengerjaan Surat Keterangan Tanda Lapor juga dapat
menjadi selama dua sampai tiga hari kerja apabila Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang sedang tidak berada di tempat.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada proses pembuatan SKTL

masih terdapat kendala yaitu tidak adanya sistem aplikasi WNA sehingga
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proses pembuatan SKTL masih menggunakan Microsoft Word. Hal ini
menyebabkan tidak adanya penyimpanan database jika SKTL tersebut

dibutuhkan sewaktu-waktu.

Pengecekan Kebenaran SKTL
Pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) perlu
dilakukan karena SKTL merupakan surat kedinasan yang bersifat penting.
Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan data WNA yang
dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan ketika dilakukannya kegiatan
pengawasan orang asing oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang. Pada wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang, menjelaskan bahwa :
“Pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)
yang sudah merupakan bagian dari tugas kami mas khususnya di
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, perlu pengecekan
kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dikarenakan
agar isian dalam SKTL tepat & sesuai sehingga tak terdapat
kesalahan yang membuat pemohon merasa kecewa. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ingin memberikan
pelayanan  prima  sehingga  perlu  pengecekan  yang
benar.Pengecekan juga dapat meminimalisir terjadinya dua Kali

kerja.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa
pengecekan kebenaran isi dari Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)

bersifat penting karena kesalahan data yang tertera di Surat Keterangan
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Tanda Lapor (SKTL) dikhawatirkan dapat terjadi permasalahan saat

berlangsungnya pengawasan WNA.

3.1.5 Pemberian Paraf SKTL

Gambar 3.7
Pemberian Paraf SKTL

Demikian kepada vang by 2h untuk menjadikan maklum,

Semamng, Maret 2019
epals Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang

ABDUL HARIS, SH, MM
+ Pembina Tk |
NIP 19630317 199103 | 006

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Setelah Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang telah dilakukan
pengecekan kebenarannya, selanjutnya akan ditempelkan foto dan
diberikan paraf, sebelum Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) ditanda
tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
harus di paraf terlebih dahulu. Paraf pertama dilakukan oleh Kepala Sub
Bidang Kewaspadaan Nasional, dilanjutkan paraf kedua dengan Kepala
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dan terakhir paraf ketiga
dilakukan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pejabat yang berwenang

telah mengetahui dan mengecek adanya WNA yang membuat Surat
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Keterangan Tanda Lapor (SKTL), kemudian dapat dilakukan
penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai pengesahan SKTL.\
3.1.6 Legalisasi SKTL

Gambar 3.8

Legalisasi SKTL

=i PEMERINTAH KOTA SEMARANG
w BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 Permada No. 175 Telp, (024) 3544043 Hunting: JSS4077 Pws. 260126022603, 2604.2608 3606 Fan 1884045

‘Hunting

SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

Nomor: 471.2/ 24

Telah melapor kepada Pemerintah Ko

arang tanggal 13 Marct 2019

1. Mengadakan mutasi pindah tempat tinggal
2. Setelah memperpanjang KIM, STM, Pasport
3. Akan pulang ke negaranya
4. Keluarga harus lapor apabila yang bersangkutan meninggal dunis.
6. Surat Keterangan Tanda Lapor ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020

Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum,

Semarang, (8 Maret 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang

Pembina Ut Muda
NIP. 19630317 199103 1 006

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses paraf adalah tahap legalisasi
atau penandatanganan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang
dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sebagai tanda pengesahan SKTL. Proses penandatanganan Surat

Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dapat digantikan oleh Sekretaris Badan
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apabila Kepala Badan berhalangan. Sehingga Surat Keterangan Tanda
Lapor (SKTL) tidak tertumpuk di meja Kepala Badan dan pemohon tidak
terlalu lama menunggu dalam proses pengambilan Surat Keterangan Tanda
Lapor (SKTL).

Berdasarkan pengamatan penulis, pada tahap ini terdapat kendala
yaitu jika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak
berada ditempat, akan menyebabkan tertundanya penerbitan SKTL. Hal ini
dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat
Keterangan Tanda Lapor (SKTL) :

“Iya mas terkadang saya mengalami keterlambatan dalam
pengambilan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) tetapi
dikarenakan pimpinan ke luar kota. Tapi sekarang saya kalau mau
mengambil Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) harus telepon
atau whattapps terlebih dahulu sehingga jadi tau SKTL nya sudah
jadi apa belum.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

3.1.7 Penyerahan SKTL

Gambar 3.9

Pemberian Nomor Pada SKTL

3 ?1:; PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT[K
=77 J1. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,26022603,2604,2 43

SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR
Nomor: 471.2/ 304

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional
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Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah di legalisasi oleh
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, selanjutnya
Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) akan diberi nomor surat dan
stempel instansi yang dilakukan oleh pihak Sekretariat Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pemberian nomor dilakukan manual
menggunakan buku agenda yang telah disediakan, berdasarkan tanggal
Surat Keterangan Tanda Lapor saat dilakukan legalisasi oleh Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Surat Keterangan
Tanda Lapor (SKTL) yang sudah diberi nomor selanjutnya akan di beri

stempel instansi.

Gambar 3.10

Pemberian Stempel Pada SKTL

Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum.

Semarang, /4 Maret 2019
Sppata Radaj Kesatuan Bangsa dan Politik
3 A

6‘4’ B A
\6 R_"Pémbin
1

R YTk 1
NIP 19630317 199103 1 006

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Pemohon yang mau mengambil Surat Keterangan Tanda Lapor
harus melakukan pencatatan pada buku agenda keluar Surat Keterangan
Tanda Lapor.Tahap ini dilakukan apabila pemohon ingin mengambil Surat

Keterangan Tanda Lapor tersebut. Dalam proses pencatatan dilakukan oleh
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Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun yang
dicatat yaitu nomor urut, tanggal pengambilan, nomor surat, nama
pemohon, pekerjaan, perusahaan, alamat rumah, dan tanda tangan
pemohon.

Gambar 3.11

Buku Agenda Keluar SKTL
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Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan
Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, menjelaskan
bahwa :

“Penyampaian izin penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor

(SKTL) yaitu dengan cara mengagendakan SKTL dalam buku

keluar SKTL, meminta tandatangan pemohon pada buku keluar

SKTL sebagai bukti pengambilan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa
sebelum dilakukan penyampaian izin penerbitan SKTL, SKTL tersebut
harus sudah dilegalisasi terlebih dahulu, lalu SKTL diberi nomor surat dan
stempel instansi, setelah itu SKTL harus diagendakan pada buku agenda

surat keluar SKTL yang telah tersedia.

Pengarsipan dan Inventarisasi SKTL

Gambar 3.12

Inventarisasi SKTL

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional

Tahap terakhir dalam prosedur perizinan SKTL di Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Semarang yaitu tahap pengarsipan dan inventarisasi
SKTL. Adapun persyaratan yang sudah diserahkan kepada pihak Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilakukan pengarsipan
bentuk fisik beserta SKTL yang sudah diterbitkan. Setelah itu berkas

SKTL dan persyaratan lain yang menjadi satu berkas akan dilakukan
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inventarisasi oleh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
sebagai laporan berdasarkan data warga asing yang telah melaporkan diri
melalui pengumpulan persyaratan. Proses inventarisasi dilakukan secara
manual menggunakan Microsoft Word sesuai dengan format yang ada.
Adapun yang dicatat adalah nomor urut, nama pemohon, asal negara, jenis
kelamin, perusahaan, jabatan, alamat rumah dan masa berlaku SKTL.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang bahwa :
“Pengarsipan dan Inventarisasi Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang,
yaitu mengumpulkan SKTL di pilah tiap bulannya, melakukan
input SKTL yang sudah jadi atau inventarisasi pada format Word
yang sudah ditentukan, mencetak hasil inventarisasi yang dibuat
untuk dicek oleh Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang
memparaf hasil data inventarisasi, meminta paraf Kepala Bidang
untuk hasil inventarisasi, meminta tanda tangan Kepala Badan
untuk hasil data inventarisasi, Staf menyimpan data hasil
inventarisasi SKTL di file.”
(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa
pengarsipan dilakukan dengan cara menyatukan berkas persyaratan dengan
Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah jadi sesuai dengan
bulan masuknya tersebut, setelah itu SKTL disimpan di tempat arsip
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pada Tahap
inventarisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang masih

secara manual dengan menggunakan Microsoft Word dengan format yang

sudah ada.
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Berdasarkan pengamatan, penulis mengamati pada tahap ini,
ditemukan kendala yaitu dalam proses inventarisasi yaitu tidak terdapatnya
sistem aplikasi WNA sehingga menyulitkan staf Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Semarang dalam merekap Surat Keterangan Tanda Lapor
(SKTL), karena banyaknya SKTL setiap bulannya. Staf Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Semarang harus merekap Surat Keterangan Tanda

Lapor (SKTL) satu persatu sehinga tidak efektif dan efisien.

Tabel 3.3
Matrik Riset
No | Prosedur Uraian Kendala Solusi
1. | Penyerahan | Pemohon SKTL harus | Belum adanya Perlu menyertakan
Berkas melengkapi informasi tentang | informasi tentang
Persyaran | peryaratan yang telah | persyaratan persyaratan SKTL
SKTL ditetapkan oleh Badan | SKTL di website | di dalam website
Kesbangpol Kota Badan Badan Kesbangpol
Semarang. Berkas Kesbangpol Kota | Kota Semarang,
persyaratan tersebut | Semarang. sehingga tidak lagi
kemudian diserahkan terjadi tidak
kepada Kasubid lengkapnya berkas
Kewaspadaan persyaratan yang
Nasional Badan diajukan oleh
KesbangpolKota pemohon.
Semarang.
2. | Pengecekan | Berkas persyaratan Tahap ini sudah | Karena dalam
Berkas SKTL akan dilakukan baik. pelaksanaannya
Persyaratan | pengecekan oleh sudah berjalan
SKTL Kasubid dengan baik dan
Kewaspadaan jelas yang
Nasional. Jika dilakukan oleh
persyaratan belum Kasubid
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lengkap akan
dikembalikan kepada
pemohon untuk
melengkapi syarat
yang kurang.

Kewaspadaan
Nasional.

Proses Pembuatan SKTL Belum adanya | Badan Kesbangpol
Pembuatan | dilakukan oleh staf sistem aplikasi | Kota Semarang
SKTL Badan Kesbangpol WNA untuk perlu melakukan
Kota Semarang pembuatan pembuatan sistem
dengan menggunakan SKTL. aplikasi WNA
Microsoft Word dalam pembuatan
dengan format yang SKTL, sehingga
sudah ada. Pembuatan penyimpanan data
SKTL membutuhkan SKTL tersimpan
waktu kurang lebih 5 dalam database
menit. sehingga SKTL
dapat dicari jika
dibutuhkan
sewaktu-waktu.
Pengecekan | Pengecekan Tahap ini sudah | Karena dalam
Kebenaran | kebenaran perlu baik. pelaksanaannya
SKTL dilakukan karena sudah berjalan
SKTL merupakan dengan baik dan
surat kedinasan yang jelas yang
bersifat penting. dilakukan oleh
Kasubid
Kewaspadaan
Nasional.
Pemberian | Pemberian paraf Tahap ini sudah | Karena dalam
Paraf dilakukan oleh baik. pelaksanaannya

Kasubid
Kewaspadaan
Nasional, Kabid
Ideologi dan
Kewaspadaan
Nasional, dan
Sekretaris Badan
Kesbangpol Kota
Semarang.

sudah berjalan
dengan baik dan
jelas yang
dilakukan oleh
Kasubid
Kewaspadaan
Nasional, Kabid
Ideologi dan
Kewaspadaan
Nasional, dan




81

Sekretaris Badan
Kesbangpol Kota

Semarang.
Legalisasi | Tahap legalisasi atau Keberadaan Tanda tangan
penandatanganan pimpinan tidak | Kepala Badan
SKTL yang dilakukan | ada di tempat. | harus di scan atau
oleh Kepala Badan bisa digantikan
Kesbangpol Kota oleh Sekretaris
Semarang sebagai Kepala Badan,
tanda pengesahan sehingga SKTL
SKTL. tidak tertumpuk di
meja pimpinan dan
pemohon tidak
terlalu lama
menunggu dalam
proses
pengambilan
SKTL.
Penyerahan | SKTL harus sudah Tahap ini sudah | Karena dalam
SKTL dilegalisasi terlebih baik. pelaksanaannya

dahulu, lalu SKTL
diberi nomor surat
dan stempel instansi,
setelah itu SKTL
harus diagendakan
pada buku agenda
surat keluar SKTL
yang telah tersedia.

sudah berjalan
dengan baik dan
jelas sesuai dengan
prosedur dan SOP
yang sudah
ditetapkan.

Pengarsipan
dan
Inventarisasi

Persyaratan yang
sudah diserahkan
kepada pihak Badan
Kesbangpol Kota
Semarang akan
dilakukan
pengarsipan bentuk
fisik beserta SKTL
yang sudah
diterbitkan. Setelah
itu berkas SKTL dan
persyaratan lain yang

Belum adanya
sistem aplikasi
WNA untuk
Inventarisasi.

Badan Kesbangpol
Kota Semarang
perlu melakukan
pembuatan sistem
aplikasi WNA
untuk
inventarisasi,
sehingga data yang
ada di dalam
database dapat
langsung
menghasilkan
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menjadi satu berkas laporan WNA. Hal
akan dilakukan ini dapat
inventarisasi oleh staf memudahkan
Badan Kesbangpol pekerjaan pegawai,
Kota Semarang sehingga laporan
sebagai laporan WNA dapat
berdasarkan data disajikan secara
warga asing yang efektif dan efisien.
telah melaporkan diri

melalui pengumpulan

persyaratan.

3.2

Sumber : Data Primer dan Data Sekunder

Kendala yang Timbul dalam Prosedur Perizinan Surat Keterangan
Tanda Lapor (SKTL) Bagi WNA di Badan Kesbangpol Kota
Semarang

Permasalahan yang timbul dalam prosedur perizinan Surat Keterangan

Tanda Lapor (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang. Berikut beberapa kendala yang terjadi antara lain :

1. Masih adanya persyaratan dari pemohon yang tidak sesuai dengan
yang ditentukan karena kurangnya informasi. Hal ini disebabkan
karena belum adanya informasi tentang persyaratan SKTL di website
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, sehingga
beberapa pemohon kurang lengkap dalam mengumpulkan persyaratan

pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL).
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2. Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) masih
menggunakan Microsoft Word, karena belum adanya sistem aplikasi
Warga Negara Asing sehingga tidak adanya penyimpanan data jika
dibutuhkan sewaktu-waktu.

3. Keberadaan pimpinan saat tidak ada di tempat dapat menjadi kendala
dalam prosedur perizinan SKTL karena dapat menghambat waktu
penerbitan SKTL tersebut.

4. Banyaknya Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) setiap bulannya
menyulitkan Staf dalam melakukan rekap Surat Keterangan Tanda
Lapor (SKTL). Hal ini terjadi karena belum adanya sistem aplikasi
Warga Negara Asing, sehingga Staf harus menginventarisasi secara
manual yang menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang selalu
membantu pemohon WNA yang akan meminta izin SKTL, namun di Kota

Semarang masih terdapat beberapa WNA yang tidak melaporkan dirinya

ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sesuai wawancara

yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagali

berikut :

“Dimungkinkan ada mas WNA yang tidak melaporkan ke Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dikarenakan beberapa
hal, yaitu: tidak mengetahui proses atau alur melaporkan diri pada

WNA,WNA tersebut illegal dan tidak punya data pendukung.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)



84

Memiliki SKTL merupakan kewajiban Warga Negara Asing
selama berada dan beraktivitas di Kota Semarang, karena SKTL
merupakan bukti bahwa WNA di Kota Semarang di Kketahui
keberadaannya oleh pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota). Untuk itu
bagi WNA yang tidak melakukan kewajibannya atau melanggar aturan
yang berlaku, pihak Imigrasi, Kepolisian maupun Kementrian
Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi kepada WNA tersebut.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang sebagai berikut :

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berhak

memberikan sanksi terhadap WNA yang tidak melaporkan diri

karena dalam peraturannya ada pihak atau instansi terkait yang
lebih  berhak seperti pihak Imigrasi, Kepolisian maupun

Kementrian Ketenagakerjaan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang
Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada WNA
yang melanggar akan diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang

untuk WNA sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.



